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PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 23 TAHUN 2021
TENTANG

STANDAR LAIK OPERASI DAN SISTEM PEMANTAUAN KAPAL PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57, Pasal 268
ayat (4), Pasal 269 ayat (2), dan Pasal 275 ayat (5) Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Bidang Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Standar Laik Operasi

dan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan;

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6639);
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Menetapkan

4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang
Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2015 Nomor 111)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan
Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian
Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);

5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
48 /PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
TENTANG STANDAR LAIK OPERASI DAN SISTEM
PEMANTAUAN KAPAL PERIKANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Standar Laik Operasi Kapal Perikanan yang selanjutnya
disebut SLO adalah surat keterangan yang menyatakan
bahwa kapal perikanan telah memenuhi persyaratan
administrasi dan kelayakan teknis untuk melakukan
kegiatan perikanan.

2. Sistem Pemantauan Kapal Perikanan yang selanjutnya
disingkat SPKP adalah salah satu sistem pengawasan
kapal perikanan dengan menggunakan peralatan yang
telah ditentukan untuk mengetahui pergerakan dan
aktivitas kapal perikanan.

3. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan
kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan

usaha dan/atau kegiatannya.
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Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung
lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan
ikan, mendukung  operasi = penangkapan ikan,
pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan
ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/ eksplorasi
perikanan.

Kapal Penangkap Ikan adalah kapal yang digunakan
untuk menangkap ikan, termasuk menampung,
menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan
ikan.

Kapal Pengangkut Ikan adalah kapal yang memiliki palka
dan/atau secara khusus digunakan untuk mengangkut,
memuat, menampung, mengumpulkan, menyimpan,
mendinginkan, dan/atau mengawetkan ikan.

Transmiter SPKP adalah alat yang dipasang dan
diaktifkan pada Kapal Perikanan tertentu yang berfungsi
untuk mengirimkan data posisi kapal dan data lainnya
dari Kapal Perikanan secara langsung kepada pusat
pemantauan Kapal Perikanan dengan bantuan jaringan
satelit dalam rangka penyelenggaraan SPKP.

Penyedia SPKP adalah badan hukum penyedia
Transmiter SPKP dan jasa komunikasi satelit yang
memberikan layanan komunikasi data pemantauan
Kapal Perikanan.

Pengguna SPKP adalah orang perseorangan, perusahaan
perikanan, pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau
perguruan tinggi yang memiliki atau mengoperasikan
Kapal Perikanan yang menggunakan Transmiter SPKP.
Airtime Fee adalah biaya penggunaan fasilitas satelit yang
harus dibayar oleh Pengguna SPKP kepada Penyedia
SPKP.

Surat Keterangan Aktivasi Transmiter yang selanjutnya
disingkat SKAT adalah dokumen tertulis yang
menyatakan bahwa Transmiter SPKP online pada Kapal
Perikanan tertentu telah dipasang, diaktifkan, dan dapat

dipantau pada pusat pemantauan Kapal Perikanan.
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Pengawas Perikanan adalah pegawai negeri sipil yang
mempunyai tugas mengawasi tertib pelaksanaan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
perikanan.

Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kapal yang selanjutnya
disingkat BA-HPK adalah formulir yang memuat hasil
pemeriksaan persyaratan administrasi dan kelayakan
teknis Kapal Perikanan sebagai dasar penerbitan SLO.
Perusahaan Perikanan adalah perusahaan yang
melakukan usaha di bidang perikanan baik merupakan
badan hukum maupun bukan badan hukum.

Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya
melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi
kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang menggunakan
Kapal Penangkap Ikan maupun yang tidak menggunakan
Kapal Penangkap lkan.

Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas
daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas
tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan
kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan
sebagai tempat Kapal Perikanan bersandar, berlabuh,
dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan
fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang
perikanan.

Pengelolaan Perikanan adalah semua upaya, termasuk
proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi,
analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan
keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi
serta penegakan hukum dari peraturan perundang-
undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh
pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk
mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya
hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
Kementerian adalah kementerian yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
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kelautan dan perikanan.

Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang
mempunyai tugas teknis di bidang pengawasan sumber
daya kelautan dan perikanan.

Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal yang
mempunyai tugas di bidang pengawasan sumber daya
kelautan dan perikanan.

Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disingkat UPT
PSDKP adalah unit kerja yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal.

BAB II
STANDAR LAIK OPERASI KAPAL PERIKANAN

Pasal 2

Nakhoda, pemilik Kapal Perikanan, operator Kapal
Perikanan, atau penanggung jawab Perusahaan
Perikanan yang akan melakukan kegiatan Perikanan
harus melaporkan rencana keberangkatan Kapal
Perikanan kepada Pengawas Perikanan.

Laporan rencana keberangkatan Kapal Perikanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling
lambat 1 (satu) hari sebelum keberangkatan Kapal
Perikanan.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disampaikan dengan melampirkan persyaratan
administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 3
Pengawas Perikanan berdasarkan laporan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) melakukan
pemeriksaan persyaratan administrasi dan kelayakan
teknis Kapal Perikanan.
Hasil pemeriksaan persyaratan administrasi dan

kelayakan teknis Kapal Perikanan sebagaimana
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(1)
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dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam BA-HPK.

BA-HPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat

dalam 4 (empat) rangkap terdiri atas:

a. lembar kesatu ditujukan kepada Pengawas
Perikanan;

b. lembar kedua ditujukan kepada Direktur Jenderal;

c. lembar ketiga ditujukan kepada nakhoda Kapal
Perikanan; dan

d. lembar keempat ditujukan kepada kepala UPT
PSDKP.

Bentuk dan format BA-HPK sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4
Dalam hal hasil pemeriksaan persyaratan administrasi
dan kelayakan teknis Kapal Perikanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terpenuhi, Pengawas
Perikanan menerbitkan SLO.
SLO sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dimiliki
oleh setiap Kapal Perikanan yang akan melakukan
kegiatan perikanan.
Kewajiban memiliki SLO sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dikecualikan untuk:
a. Kapal Penangkap lkan dan Kapal Pengangkut Ikan
yang dioperasikan oleh Nelayan Kecil; dan
b. kapal pendukung operasi pembudidayaan ikan yang
dioperasikan oleh pembudi daya ikan kecil,
dengan ketentuan hanya memiliki 1 (satu) unit atau lebih
Kapal Perikanan dengan ukuran kumulatif paling besar
sampai dengan 5 (lima) gross tonnage.
Bentuk dan format SLO sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
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Pasal 5

Dalam hal hasil pemeriksaan persyaratan administrasi

dan kelayakan teknis Kapal Perikanan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) tidak terpenuhi,

Pengawas Perikanan tidak menerbitkan SLO.

Selain akibat tidak terpenuhi persyaratan administrasi

dan kelayakan teknis Kapal Perikanan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) Pengawas Perikanan tidak
menerbitkan SLO dalam hal Kapal Perikanan:

a. dalam proses hukum;

b. diberikan sanksi administratif pembekuan atau
pencabutan dokumen Perizinan Berusaha terkait
pelanggaran di bidang Perikanan; atau

c. belum melaksanakan kewajiban terkait pembayaran
denda administrasi dan/atau pungutan hasil

perikanan.

Pasal 6
Kewajiban memiliki SLO sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1) dikecualikan bagi Kapal Perikanan:
a baru dibeli;
b. selesai dibangun atau dilakukan modifikasi;

akan melakukan perbaikan (docking);

a o

berlayar dalam batas wilayah kerja operasional

Pelabuhan Perikanan;

e. Dberlayar untuk memberikan pertolongan kepada
kapal dalam bahaya;

f.  melakukan percobaan berlayar; dan/atau

g. mengalami keadaan darurat meliputi kapal rusak,
cuaca buruk, dan awak Kapal Perikanan sakit atau
meninggal.

Bagi Kapal Perikanan sebagaimana pada ayat (1)

Kewajiban memiliki SLO diganti dengan surat keterangan

pengganti SLO yang diterbitkan oleh Pengawas Perikanan

berdasarkan permohonan secara tertulis dari nakhoda

dengan melampirkan persyaratan administrasi berupa

Perizinan Berusaha.
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(3)

(4)

(1)

(2)

(3)
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Selain Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), untuk Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah persyaratan

berupa:

a. salinan akta jual beli Kapal Perikanan untuk Kapal
Perikanan yang baru dibeli; dan

b. salinan surat keterangan dari galangan untuk Kapal
Perikanan yang selesai dibangun atau dilakukan
modifikasi.

Bentuk dan format surat keterangan pengganti SLO

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam

Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7
Pengawas Perikanan melaporkan penerbitan BA-HPK,
SLO, dan surat keterangan pengganti SLO kepada atasan
langsung.
Atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
melakukan rekapitulasi dan kompilasi pelaporan
penerbitan BA-HPK, SLO, dan surat keterangan
pengganti SLO, serta melaporkannya kepada kepala UPT
PSDKP pada tanggal 2 setiap bulannya.
Kepala UPT PSDKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
melakukan  rekapitulasi, kompilasi dan  analisis
penerbitan BA-HPK, SLO, dan surat keterangan
pengganti SLO serta melaporkan kepada Direktur
Jenderal pada tanggal 5 setiap bulannya.
Bentuk dan format laporan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Penerbitan SLO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)

dilakukan secara elektronik.
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BAB III
SISTEM PEMANTAUAN KAPAL PERIKANAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9
SPKP digunakan untuk mengetahui pergerakan dan
aktivitas Kapal Perikanan yang memperoleh Perizinan
Berusaha atau persetujuan dari Menteri.
SPKP terdiri atas:
a. pengelola SPKP;
b. Penyedia SPKP;
c. Pengguna SPKP;
d. prasarana SPKP; dan

e. sarana SPKP.

Bagian Kedua

Pengelola SPKP

Pasal 10
Dalam melaksanakan SPKP, Menteri bertindak selaku
pengelola SPKP.
Pengelola SPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai tugas:
a. menyediakan dan mengoperasikan SPKP;
b. menyusun tata laksana penyelengaraan SPKP;
c. menetapkan Penyedia SPKP;
melakukan pemantauan terhadap Kapal Perikanan;
e. menyediakan layanan akses pemantauan Kapal
Perikanan melalui laman SPKP dan/atau melalui
pesan singkat (short message services gateway); dan
f.  melakukan analisis data SPKP.
Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mendelegasikan kewenangan pengelola SPKP kepada

Direktur Jenderal.
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Pasal 12

Direktur Jenderal dalam pengelolaan SPKP berkoordinasi

dengan:

a. direktur jenderal yang mempunyai tugas di bidang
perikanan tangkap; dan

b. kepala badan yang mempunyai tugas di bidang riset
kelautan dan perikanan.

Direktur jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a mempunyai tugas menyampaikan data kepada

Direktur Jenderal:

a. data Perizinan Berusaha untuk digunakan sebagai
basis data SPKP; dan

b. data pembekuan atau pencabutan Perizinan
Berusaha paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung
sejak tanggal pembekuan atau pencabutan izin.

Kepala badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

b mempunyai tugas memberikan:

a. data persetujuan Menteri untuk kapal latih
perikanan dan kapal penelitian /eskplorasi
perikanan, yang digunakan sebagai basis data SPKP;
dan

b. pertimbangan kepada Direktur Jenderal mengenai

aspek teknologi untuk penyelenggaraan SPKP.

Bagian Ketiga
Penyedia SPKP

Pasal 13

Pengelola SPKP menetapkan Penyedia SPKP melalui surat
persetujuan Penyedia SPKP.

Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan
teknis.

Calon Penyedia SPKP untuk mendapatkan surat
persetujuan Penyedia SPKP harus mengajukan
permohonan kepada Pengelola SPKP dengan

melampirkan persyaratan administrasi sebagaimana
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dimaksud pada ayat (2) berupa:

a. Perizinan Berusaha;

b. fotokopi izin penyelenggaraan jasa multimedia/
sistem komunikasi data;

c. fotokopi surat izin hak labuh satelit/landing right;
fotokopi surat penunjukan sebagai distributor
Transmiter SPKP;

e. surat keterangan yang menyatakan memiliki
colocation server untuk back up database yang
berlokasi di Indonesia;

f.  fotokopi sertifikat standar internasional yang
berlaku; dan

g. surat pernyataan = bermeterai cukup yang
menyatakan kesanggupan untuk:

1. menjamin ketersediaan Transmiter SPKP;

2. memberikan layanan komunikasi data
pemantauan Kapal Perikanan yang terintegrasi
dengan sistem di pusat pemantauan Kapal
Perikanan;

3. melaksanakan pemasangan Transmiter SPKP;
mempunyai pusat layanan pelanggan;

5. memberikan pelatihan instalasi Transmiter
SPKP kepada Pengguna SPKP;

6. memberikan layanan perbaikan Transmiter
SPKP paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah
Transmiter SPKP diterima;

7. mengalihkan layanan Pengguna SPKP kepada
Penyedia SPKP lain tanpa merugikan Pengguna
SPKP, dalam hal Penyedia SPKP dikenai sanksi
administratif = berupa pencabutan surat
persetujuan Penyedia SPKP; dan

8. menerima layanan Pengguna SPKP dari
Penyedia SPKP lain yang dikenai sanksi
administratif = berupa = pencabutan surat
persetujuan Penyedia SPKP tanpa merugikan

Pengguna SPKP.



2021, No.632

(4)

(9)

(6)

(7)

(8)

)

(10)

(1)

(2)

-12-

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
berupa uji teknis dan uji lapang.

Pengelola SPKP berdasarkan permohonan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) melakukan penilaian terhadap
kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) serta melakukan uji teknis dan
uji lapang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam
jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja
terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.

Uji teknis dan uji lapang sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) dilakukan oleh tim teknis SPKP yang hasilnya
berupa persetujuan atau penolakan.

Tim teknis SPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
beranggotakan unit kerja eselon I terkait di lingkungan
Kementerian dan dapat melibatkan instansi terkait.
Apabila uji teknis dan uji lapang sebagaimana dimaksud
pada ayat (6) disetujui, Pengelola SPKP dalam jangka
waktu paling lama 5 (lima) hari kerja menerbitkan surat
persetujuan Penyedia SPKP.

Apabila uji teknis dan uji lapang sebagaimana dimaksud
pada ayat (6) ditolak, Pengelola SPKP dalam jangka
waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja menerbitkan surat
penolakan Penyedia SPKP disertai alasan penolakan dan
berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon.

Tim teknis SPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (7)

ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 14
Surat persetujuan Penyedia SPKP sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) berlaku paling lama 5
(lima) tahun sejak diterbitkan.
Surat persetujuan Penyedia SPKP dicabut sebelum habis
masa berlakunya dalam hal:
a. Penyedia SPKP tidak memenuhi kesanggupan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2)

huruf g; atau
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b. dikenai sanksi admnistratif pencabutan surat
persetujuan  sebagai Penyedia SPKP  akibat
melakukan pelanggaran kewajiban Penyedia SPKP
yang ditentukan oleh peraturan perundang-

undangan.

Bagian Keempat

Pengguna SPKP

Pasal 15
Kapal Perikanan selaku Pengguna SPKP harus
memasang dan mengaktifkan Transmiter SPKP.
Pengguna SPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
memperoleh Transmiter SPKP dari Penyedia SPKP yang

telah mendapat persetujuan dari Pengelola SPKP.

Pasal 16

Pemasangan Transmiter SPKP dilakukan oleh Penyedia
SPKP bersama Pengguna SPKP atau nakhoda Kapal
Perikanan dengan disaksikan oleh Pengawas Perikanan
dan dituangkan dalam lembar pemasangan Transmiter
SPKP.

Bentuk dan format lembar pemasangan Transmiter SPKP
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 17

Pengguna SPKP yang telah memasang dan mengaktifkan
Transmiter SPKP, serta telah terpantau oleh pusat
pemantauan Kapal Perikanan diterbitkan SKAT dalam
bentuk kartu elektronik.

Penerbitan SKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan berdasarkan permohonan Pengguna SPKP
kepada Pengelola SPKP secara elektronik melalui aplikasi

SPKP dengan mengunggah persyaratan:
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a. Perizinan Berusaha atau persetujuan Menteri;

b. bukti pembayaran Airtime Fee SPKP; dan

c. lembar pemasangan Transmiter SPKP.

Dalam mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) Pengguna SPKP harus mencantumkan
nomor telepon seluler dan alamat surat elektronik.
Pengelola SPKP berdasarkan permohonan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) melakukan penilaian terhadap
kelengkapan persyaratan dan melakukan pemantauan
terhadap keaktifan Transmiter SPKP dalam jangka waktu
paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya
permohonan secara lengkap, yang hasilnya berupa
persetujuan atau penolakan.

Apabila permohonan disetujui sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) Pengelola SPKP menerbitkan SKAT dalam
jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja.

Apabila permohonan ditolak sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) Pengelola SPKP menerbitkan surat
penolakan disertai dengan alasan, dalam jangka waktu
paling lama 1 (satu) hari kerja.

SKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat data
yang meliputi:

a. data Perizinan Berusaha atau persetujuan Menteri;
b. nomor Identitas (ID) transmiter;

c. status keaktifan transmiter;

d. masa berlaku Airtime Fee SPKP; dan

e. masa berlaku SKAT.

Bentuk dan format SKAT sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 18
SKAT berlaku paling lama 1 (satu) tahun sesuai dengan
masa berlaku Airtime Fee SPKP dan dapat dilakukan
perpanjangan maupun perubahan.
Dalam hal tertentu, SKAT sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat dilakukan penggantian.
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Pasal 19

SKAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 bukan

merupakan bukti bahwa Transmiter SPKP terpantau secara

terus-menerus.

(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

(6)

Pasal 20

SKAT dapat dilakukan perubahan dalam hal terjadi:
a. penggantian Transmiter SPKP; dan/atau
b. perubahan dokumen Perizinan Berusaha atau

persetujuan Menteri.
Pengguna SPKP yang akan melakukan perubahan SKAT
karena penggantian Transmiter SPKP sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a harus mengajukan
permohonan kepada Pengelola SPKP dengan
mengunggah surat keterangan dari Penyedia SPKP
tentang penggantian Transmiter SPKP.
Pengguna SPKP yang akan melakukan perubahan SKAT
karena perubahan dokumen Perizinan Berusaha atau
persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b harus mengajukan permohonan kepada
Pengelola SPKP dengan mengunggah Perizinan Berusaha
atau persetujuan Menteri yang dilakukan perubahan.
Pengelola SPKP berdasarkan permohonan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) melakukan penilaian
terhadap kelengkapan persyaratan dan melakukan
pemantauan terhadap keaktifan Transmiter SPKP dalam
jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja sejak
diterimanya permohonan secara lengkap, yang hasilnya
berupa persetujuan atau penolakan.
Apabila permohonan disetujui sebagaimana dimaksud
pada ayat (4), Pengelola SPKP menerbitkan SKAT
perubahan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari
kerja.
Apabila permohonan ditolak sebagaimana dimaksud
pada ayat (4), Pengelola SPKP menerbitkan surat
penolakan disertai alasan dalam jangka waktu paling

lama 1 (satu) hari kerja.
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(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)
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Pasal 21

SKAT perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20
ayat (5) karena terjadi penggantian Transmiter SPKP,
disampaikan kepada Pengguna SPKP sejak Pengelola
SPKP menerima SKAT awal yang dilakukan perubahan.

SKAT perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20
ayat (5) karena terjadi perubahan dokumen Perizinan
Berusaha atau persetujuan Menteri, disampaikan kepada
Pengguna SPKP setelah Pengelola SPKP melakukan
perubahan data dokumen Perizinan Berusaha atau

persetujuan Menteri pada SKAT.

Pasal 22

Perpanjangan SKAT dapat diajukan 3 (tiga) bulan
sebelum masa berlaku SKAT habis.

Pengguna SPKP yang akan melakukan perpanjangan
SKAT melaporkan kepada Pengawas Perikanan untuk
dilakukan pemeriksaan Transmiter SPKP yang hasilnya
dituangkan dalam lembar pemeriksaan Transmiter SPKP
dan disaksikan oleh nakhoda Kapal Perikanan.

Bentuk dan format lembar pemeriksaan Transmiter SPKP
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam
Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 23
Pengguna SPKP yang akan melakukan perpanjangan
SKAT harus mengajukan permohonan kepada Pengelola
SPKP secara elektronik melalui aplikasi SPKP dengan
mengunggah persyaratan:
a. Perizinan Berusaha atau persetujuan Menteri;
b. bukti pembayaran Airtime Fee SPKP; dan
c. lembar pemeriksaan Transmiter SPKP.
Pengelola SPKP berdasarkan permohonan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), melakukan penilaian terhadap
kelengkapan persyaratan dan melakukan pemantauan

terhadap keaktifan Transmiter SPKP dalam jangka waktu



(3)

(4)

(9)

(6)

(1)

(2)

(3)

(4)
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paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya
permohonan secara lengkap, yang hasilnya dapat berupa
persetujuan atau penolakan.

Apabila permohonan perpanjangan SKAT disetujui
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengelola SPKP
menerbitkan SKAT perpanjangan dalam jangka waktu
paling lama 1 (satu) hari kerja.

Apabila permohonan perpanjangan SKAT ditolak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola SPKP
menerbitkan surat penolakan disertai alasan dalam
jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja.

SKAT perpanjangan mulai berlaku sejak berakhirnya
SKAT awal yang diperpanjang.

SKAT perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
disampaikan kepada Pengguna SPKP setelah Pengelola
SPKP melakukan perubahan data masa berlaku SKAT.

Pasal 24
Penggantian SKAT dilakukan dalam hal:
a. SKAT hilang; atau
b. SKAT rusak.
Pengguna SPKP yang akan melakukan penggantian SKAT
karena hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a harus mengajukan permohonan kepada
Pengelola SPKP secara elektronik melalui aplikasi SPKP
dengan mengunggah surat keterangan hilang dari
Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Pengguna SPKP yang akan melakukan penggantian SKAT
karena rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b harus mengajukan permohonan kepada Pengelola
SPKP dengan melampirkan SKAT yang rusak.
Pengelola SPKP menerbitkan SKAT pengganti dalam
jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah
permohonan penggantian SKAT sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) atau ayat (3) diterima secara lengkap dan
Transmiter SPKP telah terpantau di pusat pemantauan

Kapal Perikanan.
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Bagian Kelima

Prasarana SPKP dan Sarana SPKP

Pasal 25

Prasarana SPKP dan sarana SPKP dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1)

(2)

(1)

Bagian Keenam

Hak dan Kewajiban Penyedia dan Pengguna SPKP

Pasal 26

Penyedia SPKP berhak memperoleh:

a.
b.

akses ke database SPKP untuk pengiriman data;
akses layanan pemantauan Kapal Perikanan melalui
laman SPKP; dan

informasi mengenai kondisi jaringan yang
digunakan untuk komunikasi dan pengiriman data

SPKP.

Penyedia SPKP wajib memberikan pelayanan berupa:

a.

menyediakan Transmiter SPKP dengan nomor
identitas (ID) yang unik;

mengirim data posisi Kapal Perikanan secara terus
menerus kepada Pengelola SPKP; dan

memberikan penangguhan masa berlaku Airtime Fee
SPKP bagi Pengguna SPKP, dalam hal adanya

permohonan dengan disertai alasan tertentu.

Pasal 27

Pengguna SPKP berhak:

a.

memperoleh layanan akses pemantauan Kapal
Perikanan miliknya dan/atau yang menjadi
tanggung jawabnya melalui laman SPKP;

memperoleh informasi atas keberadaan Kapal
Perikanan miliknya dan/atau yang menjadi

tanggung jawabnya; dan



(2)

(3)

(1)

(2)

(3)
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c. melakukan permohonan penangguhan masa
berlaku Airtime Fee SPKP dengan disertai alasan
tertentu.

Pengguna SPKP memiliki kewajiban untuk:

a. mengaktifkan Transmiter SPKP secara terus-
menerus;

b. membawa SKAT pada saat Kapal Perikanan
melakukan kegiatan perikanan; dan

c. tidak memindahkan Transmiter SPKP.

Kewajiban mengaktifkan Transmiter SPKP secara terus-

menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a

dikecualikan dalam hal:

a. Transmiter SPKP rusak;

b. kapal dalam perbaikan (docking);

c. kapal tidak beroperasi; dan

d. keadaan kahar (force majeure).

Pasal 28

Penyedia SPKP dan Pengguna SPKP yang tidak
melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 26 ayat (2) dan Pasal 27 ayat (2) dikenai sanksi
administratif sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Penyedia SPKP dan Pengguna SPKP yang dikenai sanksi
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap
melaksanakan kewajibannya, kecuali dalam hal dikenai
sanksi administratif berupa:
a. pencabutan surat persetujuan Penyedia SPKP untuk

Penyedia SPKP; atau
b. pencabutan SKAT untuk Pengguna SPKP.
Penyedia SPKP yang dikenai sanksi administratif
pencabutan  surat  persetujuan  Penyedia  SPKP
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib
melakukan pengalihan pelayanan SPKP ke Penyedia
SPKP lain yang telah mendapat surat persetujuan

Penyedia SPKP.
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(1)
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(1)

(2)

(3)
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Penyedia SPKP yang dikenai sanksi pencabutan surat
persetujuan Penyedia SPKP sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a tidak dapat mengajukan kembali
permohonan menjadi Penyedia SPKP.

Pengguna SPKP yang dikenai sanksi pencabutan SKAT
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat
mengajukan kembali permohonan setelah melaksanakan
seluruh  kewajiban yang dikenai dalam sanksi
administratif dan menyatakan tidak akan mengulangi

pelanggaran.

Bagian Ketujuh
Kepemilikan Data SPKP

Pasal 29
Data kegiatan Kapal Perikanan yang diperoleh dari hasil
pemantauan terhadap Kapal Perikanan merupakan data
milik Pengelola SPKP dan bersifat rahasia.
Data hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat diberikan untuk kepentingan penegakan

hukum sepanjang mendapat persetujuan pengadilan.

Bagian Kedelapan
Analisis Data SPKP

Pasal 30
Pengelola SPKP melakukan analisis data SPKP hasil
pemantauan Kapal Perikanan.
Dalam hal hasil analisis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditemukan dugaan pelanggaran, Pengelola SPKP
melakukan pemeriksaan terhadap Pengguna SPKP yang
hasilnya dapat berupa rekomendasi pengenaan sanksi.
Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
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Bagian Kesembilan

Pelaporan

Pasal 31
Pengelola SPKP melaporkan pengelolaan SPKP kepada
Menteri setiap 6 (enam) bulan sekali.
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi
bahan masukan dalam pengambilan kebijakan

Pengelolaan Perikanan.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32
SLO dan SKAT yang telah diterbitkan sebelum Peraturan
Menteri ini mulai berlaku, tetap berlaku sampai dengan
habis masa berlakunya.
Permohonan SLO yang telah disampaikan dan
dinyatakan lengkap sebelum Peraturan Menteri ini mulai
berlaku, diproses berdasarkan Peraturan Menteri
Kelautan dan Perikanan Nomor 1/PERMEN-KP/2017
tentang Surat Laik Operasi Kapal Perikanan.
Permohonan baru, perpanjangan, perubahan dan/atau
penggantian SKAT yang telah disampaikan dan
dinyatakan lengkap sebelum Peraturan Menteri ini mulai
berlaku, diproses berdasarkan Peraturan Menteri
Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2019
tentang Sistem Pemantauan Kapal Perikanan.
Permohonan baru, perpanjangan, perubahan dan/atau
penggantian SKAT yang telah disampaikan dan
dinyatakan lengkap sebelum terpenuhinya SKAT dalam
bentuk kartu elektronik, diproses berdasarkan Peraturan
Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-

KP/2019 tentang Sistem Pemantauan Kapal Perikanan.
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Pasal 33

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a.

penerbitan SLO secara elektronik dilaksanakan paling
lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri
ini diundangkan; dan

penerbitan SKAT dalam bentuk kartu elektronik
dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung

sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
1/PERMEN-KP/2017 tentang Surat Laik Operasi Kapal
Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 152); dan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
10/PERMEN-KP/2019 tentang Sistem Pemantauan Kapal
Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 409),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 28 Mei 2021

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juni 2021

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA
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LAMPIRAN 1

FERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN FERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 23 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR LAIK OFERASI DAN SISTEM
FEMANTAUAN KAFPAL PERIKANAN

BENTUK DAN FORMAT
BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN KAPAL

A.  HKapal Penangkap Ikan

Logo Mama Instansi
KEP [ Mame of Agency)
Impemtanting Ll of Srveilace

BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN KAPAL PENANGKAP TKAN PADA SAAT KEBERANGKATAN

[OFFCTIAL RERGRT FOR DEPAR TURE INSPECTION OF FISHING VESSELY
DIISI OLEH PENGAWAS PERIKANAN BY FISHERIES INSPECTOR,

1

2 NIB

3 | Nama Perusafaany Pemili | Campan

4 o Wi of oo Koo

5 n p lian

6 | Nama

7 | Bendera Kapal | Nabonaily of Famng

E | Penzinan Berusaha Subsakbor . Loas] [ Location)
Penangiapan Ikan ( Fisting B Nomar | Aumber)
Licete) 3

9. | Momor ID Trarsmiter SPEP [ M5 Transmifter [0 Nomber]
10 | Surat Keterangan Akiivasl Trarsmiter . Momor [

[ S Activanion Ceridfate Muber) b. Masa Berlaku | Expired)
11| Pelabuhan {Por] Wﬂ
12 | Mesin Uama i [ Brand]

[ Mz Enging) | b. Romar Serl [ Sens Momber]

13, | Bahan :
) %ﬂwﬂ
Jenis Alat Penangkapan Tkan | Aswng Goar

;
i
&
E
g
g
B
|

L

Pemen ksaan Tambenan | AGwoona? Inspechio) Keberadaan [ Existence) | Tay 11dak) | res Wo)
17 | Delam Proses Hukum

18 | Diberikan Sarksl Admiristrabl Pemibekuan atau Pencabutan Dokumen
Perizinan Berusaha Terkait Pehlgaan dl Bidang Perlkanan

19 | Belum Melaksanakan Kewajlban Terkait Pembayaran Denda Administras]
dan/atau Pungutan Hasll Perikanan

Analisis Hasl Pemerlksaan:

{ inspection Analsis)

Tempat dan Tanggal Pemerisaan:
| Frace and Gate af Tnspection)

www.peraturan.go.id
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Makhoda/Pemilik/Cperator/ Penanggung Jawab Pengawas Perianan,
[ Sk s psraton Rersen i Chargs) | Fisheries Tnspector)
) { )
Lembar 1 {Puihy B :[ Pengawas Perlkanan | Fiaherss fnspector)
Lembar 11 [Fierahy Red) :| Direkiur Jenderal PSORP | Diractor GEnersl of SUrvENace for MOVing 0 Fsneres RESOWees)

ILembar TIT [Kuning) Feding]

:| Nakhoda Perangeap Ban [ Skooner]

LEmbar T s z| Kepak UPT, Pengamasan SORP | Head af Jmpletenbing Lt of Survenence]
Nomaor Serl

somoen | | | L L] L[]

Kode Tahun Momor Unut

{Coas) I Faar) [ £t Mpripier)

www.peraturan.go.id
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B. Kapal Pengangkut Ikan

Logo Mama Instansi
KEP (Mame of Agency)

LUinit Pelasana Pengavwasan
Implemanting Lt of Seveilance

[GFFICIAL REFORT FOR DFRAR TLRE INSRECTIDN OF CARRIER WESSEL)
DIIS] OLEH PEMGAWAS PERIKANAN [FILLETY BY FISHERIES INSPECTOR)

BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN KAPAL PEMNGANGELT IKAN PADA SAAT KEBERANGKATAN

Nama Perusafaary PemiliAQEn | Coumpa p Dwer daer)
Tempal Gan Tanda SElr | Flace and Womber oF Lavmer Vel Regiraban)

Nama Panogiian Kapal Penganghut Tkan [ o )

Nama
Bendera Kapal | Mebonatly of Carmer Fassel)

08 | Sl | O Y o o] Pl |

Parizinan Berusaha Subsakior a. Lowas! | Location)
Pengangkutan kan | B. Momar [Nuber]
€. Masa Berlaku [ Expived)

Momar [0 Transmiber SRR [ VME Transmidtor S0 Momber]

10 [ Surak Keterangan Aktivasl Trarsmitar [ iM5] 2 Nomor [Aumber]

Activation Certiicate Mumber] b Masa Berlaku [ Exprad]
11 | Pelzbuhan a. Farghalan | Fort Rase)
([ Pord) b. Muat [Loaging Fort]
. Pengeiaran | Exf Aord)
— d.mm;n{&mmmn]
12 | Mesin a
[ iy Erpine] Tﬂﬁ%qwmm

14 | Kamera Elekironik Pemantzu [ Cosed Crou? Tee s LLTv)

15 | Surat Keterangan Asal Than unfuk Penganghut fean Hidup
16 mﬁhtmlm[ﬁmm?;ﬂ

17 | Surat Keterangan Lalu Lintas Tkan dan Produi Perlkanan
[ Ciotificate for Distrbution of Finh and Fshenes Preduct]

18 | Surat Pemberttahuan Ekspor Barang/PER

[ Sttty for Friviat Matcmion)
18 | Jenis dan Dalam Fala [ Smeces and Mumber of Fish i (e Fod)|

= p|ef o o

Pemerilzaan Tambahan [ Adoitions’ Fnspecrion]
20 | palam Proses Hukum

keberadaan

21 | Diberikan Sanks Administratif Pembekuan atau Pencabutan Dokumen

Periziran Berusaha Terkait Pelanggaran di Bdang Perikanan
12 | Belum Melaksanaian Kewajlban Terkalt Pembayaran Denda Administrasl
dan/atau Pungutan Hasil Perlkanan
Analisis Hasll Pemeriksaan:
[ Frespection Analysis)

Tempat dan Tanggal Pemenksaan:
(Fiacer and' Rate o inspection)

www.peraturan.go.id
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Menyetuus (4aprova):
( Skgoypery Owner/Cperatar/Person in Charge) mm

(embar T {Puih Whie) | Pengawas Perlkanan (Fishanss Inspecior)
"Lembar I (Meraly Red) * | Direkiur Jenderal PSOKP [ Diractar Genevay of Survenance far Maving and FIsnenes REsowces)
Lembar IIT Yelow)| :| Nakhoda Pengangkut Tkan ( sk
Lembar IV ( - | Kepak UPT] Pengawasan SDKP | Head of Jmpamenting Ut of Survelance)
e [ LT[ TTTT]
(Senal Number)
(Cods) ( Vear) (List Mambor)

www.peraturan.go.id
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C. Kapal Latih Perikanan

Nama Instansi Pemerintah
[ Mame of Govarmment Agency)

a8

Unit Pelaisana Pendgawasan
Iryrlemerating Lt of Survesiiance

BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN KAPAL LATHH PERIKANAN
[FICIAL REFORT AOR DEPARTLARE INSPECTION OF TRAMNMNG WESSEL)

D4 I51 OLEH PENGAWAS PERIKAMAN (FILLED Y FISHERIES

Latih Perikanan | Trairing Ve’ Mame)

Nama m.sl;ﬂ.antaga{ﬁw‘:::v?

Tempak dan Tanda Selar | Aiage and Member of Verse! Apqistratian)

Mama Panggllan Latih Perfanan [ Cal

Mama Makhoda

iama Makhioda [ Skinped
#Asal Kapal Lath Perlkanan i o Vissal)

G0 Sl O Y| | | Pl | et

Megara Artaanaity of Fling
Parsetiuan 1. Momor | M)

2. Maza Berlaku [ Expirn)

Momor 10 Transmiter SPEP [ MMS Transmitar [0 Mumber]

10 | Surak Keterangan Akiivas! Trarsmiter 1. Nomor | Aumiber)

([ ks Activatiar Cartiticmte Momier) 2. Masa Berlaku [%
11 | Pelbuhan L N [ Base

(o) 2. Singgah/Bongkar

12 | Mesin Utama 1. Marek [ Sramd)

([ it Engins) 2. Nomor Sarl

13 | Daerah Penangkapan Ikan [ Aishing Growra)

14 | Jenis Alat Tkan iy Gear)
15 Etmmn |E Emwcmmﬂ

Komponen

L

2.

3.

4,

5.

.

7.
Analisis Hasl Pemeriksaan:
[ frespection Analsis)

Tempat dan Tanggal Pemeriisaan:

[Piare and Date of Inspection)
Menyetujul (aporva):
ung Jawab Pengawas Perlkanan,
[ Seipoas Dvenar Qparalon Person it Change) [ Fisheries Inspector)
[ ] [ ]
Lembar 1 : Perlkanan [ Fsherss B N
Lembar I ; PSDKF [ Director Gevieral of Marine and Fisheries Resouroes Surveiliance]
Lembar 11 (Kuning/ Fefow]| @ | Makhoda Latih Perikanan | Siioper)
mhw{ﬁ@ ;| Kepda UPT, Pues Pengawasan SOKP [ o of fmplermenting Linkt of Surveiiancs)
Noamor Serl
{ Senial Mumier)
Knde Momar Lnt
{coris) [vea) | (vist Mumber)

www.peraturan.go.id



29, 2021, No.632

D. Kapal Penelitian /Eksplorasi Perikanan

Loga Nama Instansi Pemerintah
KEP [ Mame of Govarmment Agency)
Uinit Pelaisana Pengawasan
| Implemenmting Ut of Surveiiance
BERITA ACARA HASIL PEMERIKSARN KAPAL PENELITIAN/EKSPLORASI PERIKANAN
[CFFICIAL REPORT FOR DEPARTLRE INSPECTION OF RESEARCH/EXFLORA TIOW VESSEL)
[l IS1 CLEH PENGAWAS PERIKAMAN [FILLED BY FISHERIES

Mama Kapal Penelitian/ Bicsploras! Perikanan { reseanchyesmloration Vesss
M)

Mama Irstiusl/Lembaga [ fnsbiution)

Tempat dan Tanda Selar {Rane and Member of Vessel Registration)
Mama Panggllan Kapal Peneliian) Eksploras) Perilanan (S’ S

OO0 s | | e | Bl | b

14
15
16
Tempat dan Tanggal Pemeriksaan:
[ Parces avicf Dt of Trspecbion)
l:m:'.lg:lfm Jawah Pengawas Perlkana
ung
[ Sipmon v Cireratonfersan i1 Change) {.m,ﬂ'wm?
[ ] [ )
Lembar 1 (Putihf Frfute) H Perikanan [ Fishenes
Lembar 1T [Merah/Rad) : | Direlchur Jenderal PSDKP [ Siracfior Ganera' of Maning and Fisharies Resournes
Lmtﬂﬂ[!mﬂﬂmm] : | Kalkhoda Peneitia Parikanan

Lembsar Iv H LWPT} Pos SDEP [ Heaad of i Ll af,
[ Seriad Neomirer)
Tahun

Knde Momar Lint
{ Cocke) Lrizr) [ st Mumiver]
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E. Kapal Pendukung Operasi Pembudidayaan Ikan

KxP

Nama Instansi Pemerintah
(Name of Government Agency)

implonensig i o Sevotce_|

BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN KAPAL PENDUKUNG OPERASI
PEMBUDIDAYAAN IKAN PADA SAAT KEBERANGKATAN

(OFFICIAL REPORT FOR DEPARTURE INSPECTION OF SUPPOR TING A

DISI OLEH PENGAWAS PERIKANAN (FILLED BY FISHERIES

TURE FISHING VESSEL)
INSPECTOR,

(Sppovting
Nama

T-wt dan miehf(mwmmafwm Rsting

Pendukung Operasi Pembudidayaan Tkan ( Cad Sipn)

N B W N e

Newﬂsi( s o S At
<ha susir e e

Pawwbn m(w

€ Masa Berlaku (Expived)

Nomor ID Transmiter SPKP | VM5 Transaviter 1D Mmber)

Surat Keterangan Aktivasl Transmiter 2. Nomor (AMuwnber) )
(VS Acoivation Cevtificate Momber) t‘gﬁé&nﬁﬂw

11 a
(Pt b. Muat/Cek Poin
(Lowcing/Unipading Trans/
Entry-Out Port)

a  Merek (&and)

b. Nomor Serl { SeraiVmber)

mwuuuﬁsmammm

(Certificate for Distribution of Fish and Fsheries Product)

Certificate for Aroguct

Fish at the Port)
a.

{Species and Number of Farmed

Keberadaan { Existence) (Ada/bdak) (Exisy/ Not)

Tempat dan Tanggal
Pemeriksaan:
(Aurce and Date of Inspection)
Mnm Jawab
(QMWMM n Charge)

( )

(Fsfertes Inspector)

www.peraturan.go.id
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[ Lembar T [P #nie) T Pengawas Perikanan [ Ashevies Inspocior]
Lembar 11 (MerahyRed) : | Direktur Jenderal PSDKP ( Directar General of Survallance for Marine and FENEres REsowees)
Lembar I Yedow)| :| Nakhoda Pendukung Operasi Pembudidayaan Tkan { Skinoer)
Lembar IV Bue) * | Xepal UPT) PENCawasan SOKP ( Head of Impementing Lt of Survestiance)
S [ LTI T
Kode Nomor Urut
(Cods) ( Fear) ( List Mumber)

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
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LAMPIRAN 11

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 23 TAHUN 2021
TENTANG

STANDAR LAIK OPERASI
PEMANTAUAN KAPAL PERIKANAN

DAN

BENTUK DAN FORMAT
STANDAR LAIK OPERASI KAPAL PERIKANAN

No Reg: 000000

Logo Garuda

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
MINISTRY OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES
THE REPUBLIC OF INDONESIA
K O

LEGAL OPERATION STANDARD OF FISHING VESSEL

dang Nomo ahun )
Creation Act No.11, 2020 in articies 43
Nomeor Perizinan Berusaha:................

Name of Fishing Vessel Number of Fishing License
Jenis Kapal Peritkanan:.................... Masa Berlaku Perizinan Berusaha.....
Type of Fishing Vessel Expired Date of Fishing License
Nama Perusahaan/Pemilik.................. Alat Tangkap.........ccccoeeenias
Name of Company/ Owner Fishing Gear
Tonase Kotor............. GT Nomor Hasil Pemeriksaan Kapal..................
Gross Tonage The Result of Vessel Inspection Number
T L R a———
Nationality Destination
Abowve mentioned fishenes vessel is dedared legal to operation
Diterbitkan di*.........cccoccviemnenn. PENGAWAS PERIKANAN
Issued at Fishenes Inspector
Pada Tanggal.......cccooocmrerrmeanrnnens
Date
[ xR SR S (Nama Lengkap/ Full Name)
Time
*Jnama pelabuhan.
Lembar [ : Untuk Nakhoda Kapal Perikanan

Lembar Il : Untuk Syahbandar
Lembar Il : Untuk Pengawas Perikanan
Lembar [V : Untuk Kepala UPT/Satuan Pengawasan SDKP
Lembar V : Direktur Jenderal PSDKP

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
SAKTI WAHYU TRENGGONO
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LAMPIRAN 111

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 23 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR LAIK OPERASI DAN SISTEM
PEMANTAUAN KAPAL PERIKANAN

BENTUK DAN FORMAT
SURAT KETERANGAN PENGGANTI STANDAR LAIK OPERASI
KAPAL PERIKANAN

KOP UPT/SATUAN PENGAWASAN SDKP

SURAT KETERANGAN
PENGGANTI SLO KAPAL PERIKANAN
Nomer-
Yang bertanda tangan di bawah ini, Pengs Perika pada UPT/S Peng; SDEP ..., menerangian

I. Nama Kapal

2. Jenis Kapal

3. Ukuran GT dan Tanda Selar :

4. Nomor dan Masa Berlaku Perizinan Berusaha -

5. [nstansi Penerbit Perizinan Berusaha

6. Nomor dan Masa Berlaku SKAT

7. Nomar ID Transmiter SPKP

8. Pelabuhan Pangkalan/Muat

9. Nama Pemilik/Perusahaan | Operatar

10. Nama Nakhoda

i1. Nomor HPK Keberangkatan /Pelabuhan Asal

12. Keterangan (pilh salah satu)
Kapal Perikanan yang baru dibeli
Kapdkrhmmuhndﬂ-ngmmudﬂahhnm«iﬁhn
Kapal Peri Rk P
Kapal Perik mengalami kead duun!. lip hpllmnk.mmburukm:nkhpdnh!mmnml
Kapal Perilanan berlayar dalam batas wilayah kerja dan pengop
Kapdkrhmnbahyuunmkmuﬁu-hnpcndmpnhepdnhplhmmdﬂmm

Kapal Perikanan sedang melakukan percobaan berlay

Berdasarkan k Pasal ... P Menteri Kel dan Perik Nomer ... Tabumn .. tentang Standar Laik
s‘»e_'nsidnnjsm.? K-pllb:-‘r mama kapal tersebut di atas diberikan Surat Keterangan Pengganti SLO Kapal
L tidak n perikanan pehynnn. _ o _ .
%. mpg m:nphknnd?’nu(:ﬁﬁuw ;::u dapat dipantau sxur:‘c‘a*nhw leh:g mm sy
4. gawas Perikanan di UPT PSDKP terdekat pada kesempatan p dan atms
5 benedu diberikan sanksi sesuai P p = wgan, apabila melakuk e

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunak bag; Ty

Pengawas Perikanan,
Tembusan: S —— J
M.M
i il i it MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SAKTI WAHYU TRENGGONO
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LAMPIRAN V

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 23 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR LAIK OPERASI DAN SISTEM
PEMANTAUAN KAPAL PERIKANAN

BENTUK DAN FORMAT
LEMBAR PEMASANGAN TRANSMITER SISTEM PEMANTAUAN
KAPAL PERIKANAN

KEMENTENIAN KELAUTAN DAN PENKANAN K1

DATJEN PENCAWASAN SUMNER DAYA KELALUTAN DAN PERIKANAN

2 ki S Tomes Sy 6 S B B 7Y L 53 Jabsn 391350 Mo Parm's..c.cveovariilionie
T s FLIIWT Nt oo e W e

LEMBAR PEMASANGAN TRANSMITER SPKP

PPKP SPKP
A. HASIL UJI FUNGSIONAL DAN KELENGKAPAN TRANSMITER SPKP
Hasil Uji Fungsional Kelengkapan Transmiter
Nomor 1D . 2 " Kabel Data 2 Ada/Tidak
No. Seni s B Kabel Catu Daya : Ada/Tidak
Tipe - Juction Bax 2 Ada/Tidak
Tegangan Baterai B Antena : Ada/Tidak
GPS Fix S PR RSB R Buku Petunjuk g Ada/Tidak
Sinyal RF c [0 Ada/Tidake [ ]
Petugas Penguji B Tanggal pembelian/pengambilan :

Namia Tands Tangan

Petugas Pemasangan :

Nozia Tunds Tangan
Pengawas Perikanan :
Saksi

[T ——— T

Nama Tunds Tangan

Nakhoda atau Pemilik/
Penanggung jawab perusahaan

Keznrge
Razgkap | Puse Puzareacen el Pertczas, Detes PSDIG

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

Paraf Persetujuan
No. Tabaian Paraf | Tanggal REPUBLIK INDONESIA,
1. | Sckretaris Jenderal
2. | Dirjen PSDKP

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO
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LAMPIRAN V1

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 23 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR LAIK OPERASI DAN SISTEM
PEMANTAUAN KAPAL PERIKANAN

BENTUK DAN FORMAT
SURAT KETERANGAN AKTIVASI TRANSMITER SISTEM PEMANTAUAN
KAPAL PERIKANAN

TAMPAK DEPAN

SURAT KETERANGAN
AKTIVASI TRANSMITER

Narnws Kegal

Pervmahasn Pemit ke NN
10 Transmites ==

TAMPAK BELAKANG

PERMATIAM

s
rra pads SKAT haus sosus deogan dis hagel yaey

G SAAT Termpataan Baat Gl TGRSO dr pak exas da
e e

VR IAE THAT 350 (Sl Lrdl W e IR yay)
ey

W
Wetsre | sphp Mp o

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO
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LAMPIRAN VII

PERATURAN MENTERI EELAUTAN DAN PERIKANAN

REPUBLIK INDOMNESIA
NOMOR 23 TAHUN 2021
TENTANG

STANDAR LAIK OPERASI DAN SISTEM

PEMANTAUAN KAPAL PERIEANAN

BENTUK DAN FORMAT
LEMBAR PEMERIKSAAN TRANSMITER SISTEM PEMANTAUAN
KAPAL PERIKANAN

EEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN RI
DITJEN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIEARAN
1 Msdax Mardsks Tioer Soror | fecusg Mina Bakari ¥ Larési 12 Jakaria 53055 Mo. Form :

Prcrsy' Fax - [301] 3219070 Enal Gfmpedcpekip go ik T

LEMBAR PEMERIKSAAN TRANSMITER SPEP

PPKFP SPFKP

A. DATA EAPAL

Lokasi Pe . H Tanggal SN (R A—
Nama Kapal HI.

Nama Perusahaan

Alamat Perusahaan

Komar Telp/HP
Email

Nomor Perizinan Berusaha ; T —_——————

Berlaku s/d H

Baobot Kapal H GT Caill Sign & Frek
Jenis Alat Tangkap Bendera
Pelabuhan Panghkal

Daerah Penangkap Tkamn

| B. HASIL PEMERIKSAAN
1. Transmiter SPEP : Ada I:l Pembuat Transmiter
Tidak I:l Nomor 1D
" Nomor Seri
Tipe/Model
Prowider
2. Catatan
Pengawas Perikanan yang memeriksa | Fama Tands Tangan :
T e T i P FRERE
Salkesi
Makhoda ataw Pemilik [ Kmma : Tmnds Tangan : l
Penanggung jawab peresahaan H
[rove— ey ——rm—
s

Razgiap | : Pumé Pezantaumn Kapal Pariceas, Detes PSDIGH
Razgiay 2 : Peraisk, e i Maldyads
Razginp 3 : DT Satker Poa PEOKR

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUELIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO
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